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BI'PATI SITT'BOtrIX),

tenimbang : bahwa deng11 ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
sifubondo Nomor 29 Tahun 2o1 1 tentang Retnbusi
Pemakaian Kekayaan Daerah serta g,na *ir,irrgt.tt a'
pelayanan, daya guna da, hasil guna p.-rrrg.rt"r, n"t ibusi
Pemakaian Kekayaan Daeratr, dipandang pertu membentuk
Peraturan Bupati situbondo tentang petun:uk pelaksanaan
Pemungutan Retribusi pemakaian xJtayaari Daerah.

fcngtnget : 1. undang-undang Nomor 12 Tahun 19so tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
linslrynsan propinsi Jawa Timr:r tremuaran N;g*;
Republik Indonesia Tahun rgso Nomor 19, Tambalan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor g dan
IJ',rite Negara Repr:blik rado,esia Tahua r gso Norrror
41) sebagaimana terah diubah 

-dengan undang-u"a""g
Nomor 2 Tahun 196s (trmbaran Negara -Republif
rndonesia Tatrun 196s Nomor 19, Tambatran r*"iua""r,
Negara Republik Indonesia Nomor 2ZSOI;

2. undang-undang Nornor g rahr:n rggr tentang Ktt,,b
undang-undang Hukum Acara pida,a ltembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1991 I,io*o, 26,
Tambatran Lembaran l{egara Reptrbrik rndonesia Nomor
32oel;

3- undang-undang Nomor 2g Tatrun tggg tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dai
Korupsi {n Nepotisme (Iembaran Negara Repubrik
Indonesia. Tahrrn t999 t[omor ?5, Talrrbatran f^*n"oo
Negara Republik Indonesia Nomor 3gSU;

Jalan PB Sudirman Nomor 1, Situbondo, provinsi Jawa Timur
Telepon (0338) 67116t Email : info@pemdasitubondo.g;iA Q
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Undang-Undang Nomor 32 ?ahun NO4 tenh.ng
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indronesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beb,erapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Reprrblik lndonesia Tahrrn 2OO8 Nornor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
48441;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Femerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Und.ang-Undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan
kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5Oa9);
Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2OLl tentang
Pembentukan Peraturan Perundarlg-undangan
(Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndorrcsia Nomo,r 523,4);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah l(abupa.ten Panarukan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1.972 Nomor 38);
Perah:ran Pemerintah Nomor 27 Tahrrr f983 tenfmg
Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 lomor 36, Tambahan
Lcmbaran Nqara Republilr lndorresra Nornor 352.5);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peratr:ran Pemerintah Nornor 79 Tal:r:n 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Fengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik
lndonesia Talrr:rr 2OOS Ncrmcn 165, Tarrrbahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OO6 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahr.rn 2OO6 Nomor 20,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2O08 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemenntah Noraor 6 Tahun 20O6
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);
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furaturan ftmeriaCah Nomor 8 '?ahun 2OO6 tcntrng
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia tahun 2OO6
Nomor 25, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peratrran Pemerinta]: Nornor 38 Tallrn 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerinta-h Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah
Katulatetrl Kota fl,cmbararr Negara Rr4nrblik lndsrr*a
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peratural Pemerintah Nomor 39 tahun 2OO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO7 INomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6
bnh.ng Fedoman Fengeiolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Ne;geri Nomor 13 Tahun
2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2Ol0 tentang
Tata Cara Pemberian dan ['emanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(t embaran Negara Rcnublik lntionrsia Tahun 2O1O
Nomor 119, Tambahan Lembar,an Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri )Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Peralr:ran Menteri [alarn Negeri Nornor 17 Tahr:n 2OO7
tentang Pedoman Teknis Penge lolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OI I
tentang Pembentukan Produk Hurkum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2O1 I Nomor 694|;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan
Retribusi Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Neger:i Nomor 175 Tahun
1997 tentang Tata Cara Perneriksaan di Bidang
Retribusr Daetah;

Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten Situbondo (kmbaran Daerah Kabupaten
Situbondo Tahun 2OO8 Nomor O2);

Peralr-rran Daerah lfuSupafen Sihrbondo No rr t3
Tahun 2OO8 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (kmbaran Daerah kabupaten
Situbondo Tahun 2OO8 Nomor l3);
Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23
Tahun 2011 tentang Retribusi Femakaian Kekayaan
Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun
2O11 Nomor 23).
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Sitrrb,oEld.o.

3. Bupati adalah Bupati Situbondo.

4. Sekretaris Daerah adalaha Sekretaris Daera-h Kabupaten
Situbondo.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
SKPD adalah Dinas/Badan/kantor di linglungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo.

6. Baden adak.h sekumpulan orang dan/ atau moda) 7,ang
merupakan kesatuan baik yang menakukan usaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
Perseroan lainnya, Badan U saha M'rhk Negara IBUMN), atau
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun,
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa,
Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
retnbusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku.

8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanlutnya
disebut sebagai retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pada

kel<ayaan dae,rah yang disedid<an" di,tniliki dan/ atau
dikelolah oleh Pemerintah Daerah.

9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pernbayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

10. Kekayaan Daerah adalah semua barang yang dibeli atau
diperoleh atas bebab Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah atau berasal dan perolehan lainnya yang sah yang
dapat dinilai dengan uang, berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaktt, Perjanjian atau
berdasarkan sebab lainnya yang sah.
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Surat l(etecaparr Retribusi Daerah,, yar:;g selanjutnya.
disingkat SKRD, adalah surat ketettapan retribusi yang
menentuken besamya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayarzrn atau penyetoran retribusi
yang telah dilakukan dengan mengglrnakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II

XEIEI{TI'AIT PEIANAIAIT XTIIAYIIAIT DATRAII

P$.I 2
Pengelolaan kekayaan daerah yang m enjadi objek retribusi
merupaf<zrr tarrggungawab SXPD yerrg tzrsurgl<trtar.

Terhadap objek retribusi yang dalam pelaksanaart kegiatan
pemuqgutqn membuh:hka-n koordinasi dengm instqnsi lain

maka SKPD yang bertanggungiawab terhadap pengelolaan

objek retribusi mempunyai kewenangan untuk melakukan
kcrcvrdirrasr.

Pe..f 3

Orang Pribadi atau Badan Hukurnr dapat mengajukan
permohonan pemakaian kekayaan daerah kepada Bupati
selaku Pemegang Kekuasaan Penge lolaan Barang Milik
Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pemakaian kekayaan daerah yang dalam penguasaan SKPD

dilaksanakan oleh kepala SKPD selalru Pengguna Barang
Milik Daerah dengan terlebih dahulu rnendapat persetujuan
Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Persetujuan pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3, diberikan secara tertulis sesuai den gan persyaratan yang

ditetapkan.

Masa berlaku persetujuan pemakaian kekayaan daerah
ditetapkan dalam waktu harian, minrgguan, bulanan dan
tahunan.

Apabila masa berlaku pemakaian berakhir, atas persetujuan
Bupati atau Pejabat yang difirnirrk, kepada Ya$B
bersangkutan dapat mengajukan perm,ohonan perpanjangan

kembali.

Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (3)

harus mendapat persetujuan Bupati se cara tertulis.

Khusus f,cmatrarm kckryarr datnah d alurr wakhr talttrrerlr,
permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis
masa berlakunya.
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Petst 5

Pemakaian kekayaan daerah oleh Orang Pribadi atau Badan
dilarang d$ndahkerrr kelada pthah t#r.

Pessl 6

(1) Selama dalam jangka waktu pemakaian masih berlaku,
Orang Pribadi atau Badan pemakai dapat melakukan
perubahan bentuk bangunan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi yang ada dengan menyampaikan usulan
permohonana kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

q Orang Pribadi atau Badan yang ingin merubah atau
membangun sendiri bangunan berupa Toko, Ruko dengan
biaya sendiri baik berupa bangunan pern€men maupun
semi permanen harus mengajukan usulan permohonan

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(31 Terhadap bangunan sebagaimana dirnaksud pada ayat (If
dan ayat (2), secara otomatis menjadi milik Pemerintah
Daerah.

BAB III
TATA CANA PEIT'I{GUTAT RTTRIBUSI

Pasal 7

Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan
dalam SKRD atam dolnrmtn lerrr yarrg drperwnakarr.

Tata cara penetapan bentuk dan isi SKRD atau dokumen
lain ya:rg dilnrssmakan sebagaimaaa rlirnaksud pada ayat
(1), diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD'

hla
Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan

merlggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah ISSRD) atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Pembayarana Retribusi dilakukan pada SKPD atau tempat

lain yang ditetapkan oleh Kepala SKPD-

Penerimaan pembayaran retribusi selDagaimana dimaksud
pada ayat (21 disetorkan scluruhn5ira kepa.da Kas Umum

Daerah Kabupaten Situbondo paling la,ma f (satu) hari ke{a.

Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan denda

sebesar 2 o/o ldua persen) dari nilai Retribusi.

Atas pertimbangan kondisi geogralis yang sulit dijangkau
dengan lromunikasi dana trurisryrtrLsi l(epala Str(PD dapat
menentukan batas walrhr penyetoran yang melebihi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
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BAB III
TATACARA PEIIAGIHAIT

Pa..l 9
Kepala SKPD menagih retribusi terutang sebesar jumlah yang

terdapat pada SKRD sejalr saat terucang rctribusi.

Pesal 1()

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan

retribusi kepada W{ib Retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(21 Dalam jangka walrhr 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran atau surat peringatan atau slrrat lain yang seienis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Wajib
Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang'

(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang

sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan
oleh Kepala SKPD.

BIIB IV

PETGT,IBALIAX XTLTBIHAI| PEUBAYARAI|

Pard 11

Atas kelebihan pembayaran retribusi, *'ajib retribusi dapat

mengajulen permohonan pengembalian l<ep.da Kepala SKPD

dengan persyaratan:

a- nema den alemat Waiih Retribusi

b. masa retribusi;

c. besarnya kelebihan PembaYaran;

d. alasan-alasan yang jelas;

e. melampirkan SKRD dan SSRD.

Paral 12

(1) Pengembalian kelebihan pembayaranr retribusi dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang kepada

Waiib Retribusi.

l2l Tata cara pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran

retribusi dan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dliatur Iebih Ianjut oleh

Kepala SKPD.

Cd
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BABV

TATA CARA PETGA.'UAI| XEEERATAII

Pas.l 13

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Bupati ata.u pejabat yang ditunjuk acas diterbitlcann5aa SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keberalan di4iukan secara tertulis delarn Bnhasa Indonesia

dengan disertai alasan-alasan yang jela s.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama
3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika
Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagai mana dimaksud pada

ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di Iuar kehendak
atau kekuasaan Wajib Retribusi.

Pcrrggjuarr keberatanr tdak mcrr'rnda ktrvajibarr mtrrrtayan
Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasel I4
Bupati dafam jangka waktu paling l ama 6 (enam) bulan
sejak tanlggat Srrrat Kebctatam diterima trarus memb,eri

keputusan atas keberatan ysng diajukan dengan

menerbitlan Surat Keputusan Keberatan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa. menerima

seluruhnya atau seb"gan, menolak, atau menambah

besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila dalam jangka wakhr sebagairneana dimaksud pada

ayat (1) telah lewat dan Bupati ti dak memberi suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dikabulkan.

Pasal 15

Apabila pengajuan keberatan dikabdkan sebagian atau
selurulrn5aa, malca terhadap lclebihan pmbayanz.n Retribusi
dikembalikan dengan ditambah imbaLan bunga sebesar 2%

(dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas)

bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihiang sejak bulan pelunasan sampai dengan

diterbitkannya SKRDLB.

( 4)
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AAB YI

TATA CARA PBTGA'UAIT PEITGIIRA,I|G,,AI{, ITERII|OAI|AIT
DAIT PEIBEBASAr NEIRIBUSI.

Pasd 16

(1) Bupati dapat memberikan penguran gan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

t2) Pembuiur lelrgnarBarr, ktrrrgerrrarr darr perrrbetatan
retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) diusulkan
oleh Kepala SKPD.

(3) Tata cara pelaksanaan pemberian pen gurangan, keringanan
dan pembebasan retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala SKPD.

Pas.l 17

(1) Wajib Retribusi dapa.t mengajukan permohonan
pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

12) Ptrrnohrrrran pelrgurarrgan, ktringanam darr p,errrh,cbatarr

Retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Permohonal keringanan dan pembeba:san retribusi diajukan
hanya untuk kepentingan/ penye:lenggaraan kegiatan
sebagai berikut :

a. untuk kegiatan penyelenggaraan pernerintahan;
b. untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan sosial;

c. untulc penye)e;nggetean keglaan pendidil<an;

Pasal 18

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD paling lama 1

(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan dengan memberikan alasan-alasan
yangjelas.

l2'l Sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lama 14 (empat belas) hari Bupati
sudah harus menerbitkan Keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud pada ayat (2),

Bupati tidak menerbitkan keputusarn, permohonan yang

diajukan tersebut clianggap alikabulkan.

BAB VI

XETTITTI'AT PEITUTT'P

P.tal 19

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini,
sepanjan g mcngenai tetrrris pelalcsan aainnp ditetapl€n lebih

lar{ut oleh Kepala SKPD.
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(21 LFvngan berlakun5ra furaturan Bupati ini, Ferafuran 5rang
mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah beserta seluruh peraturan
pelaksananya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf 20

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
lelrrgrrrderrgerr Ptraturen Brrparr bn dtrrgen rntrrtrrryatkarmya
dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Di t et apkan di  SI t ubondo
pada t anggal  i  ‐  l i 1 1] : 3

Di undangkan di  Si t ubond9、
pada t anggal   ́,  ッフ.  t . . 1

SE― mSDAD―
KABUPATEN SI TUBOHDO,

BERI TA DAERAH KABUPATEW SI TUBONDO TA- 20■ 3 NOMOR 19

Kqク 響


